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KATA PENGANTAR

Kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh
mana tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan
sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Salah satu tugas Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah
menyusun standar pengawasan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan. Standard
Operating Procedure (SOP) ini disusun sebagai manual pemeriksaan bagi para Pengawas
Lingkungan Hidup dalam melakukan pengamatan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup
dan fasilitas pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan secara langsung di lapangan,
serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tahapan-tahapan yang diperlukan
dalam melakukan pengawasan penaatan.

Penyusunan SOP ini tentunya jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sangat
mengharapkan kritik dan saran dari para pengguna maupun pembaca demi perbaikan
SOP ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan di Subdirektorat
Pengawasan Penaatan yang telah bekerja keras dalam menyusun SOP ini, semoga dapat
membawa manfaat bagi para Pengawas Lingkungan Hidup baik di pusat maupun daerah,
agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan penaatan.

Jakarta, Agustus 2015

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan
Sanksi Administrasi

Kemal Amas
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1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari mekanisme penegakan
hukum lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pengawasan Lingkungan Hidup diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana
tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam
perizinan lingkungan hidup dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan yang diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP)
ini identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di
Kabupaten/Kota.

SOP Pengawasan Lingkungan Hidup ini dibuat sebagai acuan pengawasan
lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan fasilitas-fasilitas pengelolaan
lingkungan hidup dan evaluasi administrasi pengelolaan lingkungan hidup secara
langsung di lapangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD : Sebagai pegangan bagi Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan
pengawasan lingkungan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan lingkungan hidup.

TUJUAN : 1. Umum:

a. Agar pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan dapat senantiasa terpantau.

b. Agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan
oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan
perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

c. Agar penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-
undangan.

d. Agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa dapat terjaga.

2. Khusus:
SOP ini dibuat sebagai pedoman bagi Pengawas Lingkungan Hidup
dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup
yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sehingga
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dapat diperoleh data dan fakta yang akurat, serta dapat
dipertanggungjawabkan tentang status ketaatan Usaha dan/atau
Kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan
lingkungan hidup.

3. SASARAN

Untuk mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang dapat
menggambarkan tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan
oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-
undangan lingkungan hidup.

4. RUANG LINGKUP

Lingkup Pengawasan Penaatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup terdiri atas:

41.

Lingkup Peraturan Perundang-Undangan dan Perizinan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

4.1.1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

41.1.1. Undang-Undang:
41.1.1.1.  Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan;
41.1.1.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

4.1.1.2. Peraturan Pemerintah:

41.1.21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan/atau Perusakan Laut;

4.1.1.22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara;

41.1.23. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun
2000 tentang Pengendalian Kerusakan
Tanah Untuk Produksi Biomassa;
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41.1.24. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun
2001 tentang Pengendalian Kerusakan
dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup
yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan
dan/atau Lahan;

41.1.25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2001  tentang  Pengelolaan  Bahan
Berbahaya dan Beracun;

41.1.26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air;

41.1.2.7.  Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan;

41.1.28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 tentang lzin Lingkungan;

41.1.29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut;

41.1.210. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

41.1.211. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut.

4.1.1.3. Peraturan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan:

41.1.31.  Pengendalian Pencemaran Air:
41.1.3.1.1. Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 04
Tahun 2006 tentang Baku
Mutu Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan
Pertambangan Bijih Timah
41.1.3.1.2. Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 09
Tahun 2006 tentang Baku
Mutu Limbah Bagi Usaha

4 XLHK|S.0.P.| 2016

Pengawasan Penaatan Perizinan & Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup




dan/atau Kegiatan
Pertambangan Bijih Nikel
41.1.3.1.3. Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 10
Tahun 2006 tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Usaha
Dan/Atau Kegiatan Industri
Vinyl Chloride Monomer Dan
Poly Vinyl Chloride;
41.1.3.1.4. Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 04
Tahun 2007 tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Minyak
dan Gas Serta Panas Bumi;
41.1.3.1.5. Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 08

Tahun 2007 tentang Baku

Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Industri
Petrokimia Hulu;

41.1.3.1.6. Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 09

Tahun 2007 tentang Baku

Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Industri
Rayon;

41.1.3.1.7. Peraturan Menteri Negara

Lingkungan HidupNomor 13

Tahun 2007tentang

Persyaratan dan Tata Cara
Pengelolaan  Air  Limbah
Bagi Usaha Dan/Atau
Kegiatan Hulu Minyak dan
Gas Serta Panas Bumi
Dengan Cara Injeksi;
41.1.3.1.8. Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor

KLHK | $.0.P.| 2016 §

Pengawasan Penaatan Peniznan & Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup




6

41.1.3.19.

4.1.1.3.1.10.

41.1.3.1.11.

41.1.3.1.12

41.1.31.13.
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01 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengendalian
Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor
19 Tahun 2010 tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Minyak
dan Gas serta Panas Bumi;
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Baku Mutu
Air Limbah;

Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 28
Tahun 2003  tentang
Pedoman Teknis Pengkajian
Pemanfaatan Air Limbah
dari Industri Minyak Sawit
pada Tanah di Perkebunan
Kelapa Sawit.

Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor
112 Tahun 2003 tentang
Baku Mutu Air Limbah
Domestik;
KeputusanMenteri  Negara

Lingkungan Hidup Nomor
113 Tahun 2003 tentang
Baku Mutu Air Limbah Bagi
Usaha Dan Atau Kegiatan
Pertambangan Batu Bara
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411.3.2.  Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Laut

41.1.3.21. Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 12
Tahun
2006 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Perizinan
Pembuangan Air Limbah Ke
Laut;

41.1.3.2.2. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 4
Tahun 2001 tentang Kriteria
Baku Kerusakan Terumbu
Karang;

41.13.23. KeputusanMenteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor:
51 Tahun 2004 tentang Baku
Mutu Air Laut;

41.1.3.24. KeputusanMenteri Negara
Lingkungan ~ HidupNomor

179 Tahun 2004tentang
Ralat Atas  Keputusan
Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 51 Tahun 2004
Tentang Baku Mutu Air Laut;
41.1.3.25. KeputusanMenteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor
200 Tahun 2004 tentang

Kriteria Baku Kerusakan dan
Pedoman Penentuan Status
Padang Lamun;

41.1.3.26. KeputusanMenteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor

201 Tahun 2004 tentang
Kriteria Baku dan Pedoman
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41.1.33.
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Penentuan Kerusakan

Mangrove.

Pengendalian Pencemaran Udara:

41.1.3.31.

411.33.2.

41.1.333.

41.1.3.34.

41.1.3.35.

Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun
2007 tentang Baku Mutu
Emisi  Sumber  Tidak
Bergerak Bagi Ketel Uap;
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 21
Tahun 2008 tentangBaku
Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak  Bagi  Usaha
dan/atau Kegiatan
Pembangkit Tenaga Listrik
Termal;

Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor:

13 Tahun 2009tentangBaku

Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi  Usaha
dan/atau Kegiatan Minyak
dan Gas Bumi;

Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 12
Tahun 2010  tentang
Pelaksanaan Pengendalian

Pencemaran Udara di
Daerah;
Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Baku Mutu
Emisi  Sumber  Tidak
Bergerak Bagi  Usaha
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dan/atau Kegiatan
Pertambangan;

41.1.3.3.6. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor:
Kep13/ MENLH/3/1995
tentang Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak;

41.1.3.3.7. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor:Kep 48/
MENLH/I1/1996 tentang
Baku Mutu Tingkat

Kebisingan;

41.1.3.3.8. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor:Kep 49/
MENLH/1996 tentang Baku
Mutu Tingkat Getaran;

41.1.3.39. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor:Kep 50/

MENLH/11/1996  tentang
Baku Mutu Tingkat
Kebauan;

4.1.1.3.3.10. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor
133 Tahun 2004 tentang
Baku Mutu Emisi Bagi
Kegiatan Industri Pupuk;

4.1.1.3.3.11. Keputusan Kepala
BAPEDAL No. 205 Tahun
1996 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian
Pencemaran Udara Sumber
Tidak Bergerak.
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411.34. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun:

41.1.34.1. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 03
Tahun 2007  tentang
Fasilitas Pengumpulan dan
Penyimpanan Limbah
Bahan  Berbahaya dan
Beracun di Pelabuhan;

41.1.34.2. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 02
Tahun 2008 tentang Jenis
Pemanfaatan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

41.1.34.3. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2009  tentang
Pengolahan  Limbah  di

Pelabuhan;
4.1.1.344. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 18

Tahun 2009 tentang Tata
Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;

41.1.34.5. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 30
Tahun 2009 tentang Tata
Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Serta
Pengawasan Pemulihan
Akibat Pencemaran Limbah
Bahan  Berbahaya dan
Beracun oleh Pemerintah

Daerah;
4.1.1.34.6. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 33

Tahun 2009 tentang Tata
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Cara Pemulihan  Lahan
Terkontaminasi Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun;

41.1.34.7. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 14
Tahun 2013 tentang Simbol
dan Label Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

41.1.34.8. Peraturan Menteri
Lingkungan  Hidup dan
Kehutanan Nomor:
P.56/Menlhk-Setjen/2015
tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis

Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
Dari  Fasilitas  Pelayan

Kesehatan;

4.1.1.34.9. Peraturan Menteri
Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan Nomor:

P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/
712016 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Penimbunan
Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun di Fasilitas
Penimbusan Akhir;
41.1.3.4.10. Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor
128 Tahun 2003 tentang
Tatacara dan Persyaratan
Teknis Pengolahan Limbah
Minyak Bumi dan Tanah
Terkontaminasi oleh Minyak
Bumi Secara Biologis;
4.1.1.34.11. Keputusan Kepala Bapedal
Nomor 01/Bapedal/09/1995
tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis
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41.1.3.4.12.

4.1.1.34.13.

41.1.3.4.14.

411.3.5. Pengelolaan
Beracun
41.1.35.1.

41135.2.
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Penyimpanan dan
Pengumpulan Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun;

Keputusan Kepala Bapedal
Nomor 02/Bapedal/09/1995
tentang Dokumen Limbah
Bahan  Berbahaya dan
Beracun;

Keputusan Kepala Bapedal
Nomor 03/Bapedal/09/1995
tentang Persyaratan Teknis
Pengolahan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;
Keputusan Kepala Bapedal
Nomor
255/Bapedal/08/1996
tentang Tata Cara dan
Persyaratan Penyimpanan
dan Pengumpulan Minyak
Pelumas Bekas.

Bahan Berbahaya dan

Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 03
Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pemberian Simbol dan
Label Bahan Berbahaya dan
Beracun;

Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 02
Tahun 2010  tentang
Penggunaan Sistem

Elektronik Registrasi Bahan
Berbahaya dan Beracun
dalam Kerangka Indonesia
National Single Windows di
Kementerian  Lingkungan
Hidup.
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411.3.6. Pencegahan dan Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan

4.1.1.3.6.1. Peraturan Menteri
Lingkungan  Hidup dan
Kehutanan Nomor:
P.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/
3/2016 tentang

Pengendalian  Kebakaran
Hutan dan Lahan.

4.1.1.4. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang
terkait.

4.1.2. Aspek Perizinan Lingkungan Hidup

41.21. lzin Lingkungan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

41.2.2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
antara lain:

41.221. lzin Pembuangan Pembuangan air limbah
ke badan perairan;

41.2.2.2. Izin Pembuangan air limbah ke laut;

41.2.2.3. lzin Pembuangan air limbah dengan cara
injeksi untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi;

41.2.2.4. lzin Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi
ke tanah;

41.2.2.5. lzin Penyimpanan sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

41.2.2.6. Izin Pengumpulan Limbah B3;

41.2.2.7. lzin Pemanfaatan Limbah B3;

41.2.2.8. lzin Pengolahan Limbah B3;

4.1.2.2.9. Izin Penimbunan Limbah B3;

4.1.2.2.10. Izin Dumping ke Media Lingkungan.
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41.3. Disamping aspek perizinan lingkungan hidup yang dievaluasi,
Pengawas Lingkungan Hidup juga mengevaluasi aspek
perizinan sektor terkait yang menunjang pengelolaan
lingkungan hidup. Adapun aspek perizinan penunjang, antara
lain:
4.1.3.1. Perizinan Kehutanan, antara lain:

4.1.3.1.1. Rekomendasi Prinsip;

41.3.1.2. lzin Pelepasan Kawasan Hutan;

41.3.1.3. lzin Lokasi;

41.3.14. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-
Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);

41.3.1.5. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-
Hutan Alam (IUPHHK-HA);

41.3.1.6. Rencana Kerja Tahunan.

41.3.1.7. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-
Hutan Alam (IUPHHK-HA);

41.3.1.8. Rencana Kerja Tahunan.

4.1.3.2. Perizinan Perkebunan, antara lain:

41.3.2.1. Rekomendasi Prinsip;

413.22. lzin Pelepasan Kawasan Hutan (apabila
berada di kawasan hutan);

41.3.2.3. lzin Lokasi;

4.1.3.24. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-
B);

41.3.25. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan
(IUP-Py;

41.3.2.6. lzin Pemanfaatan Kayu (apabila berada di
kawasan hutan);

4.1.3.2.7. Rencana Kerja Tahunan.

4.1.3.3. Perizinan Pertambangan, antara lain:
4.1.3.3.1. lzin Usaha Pertambangan (IUP);
41.3.3.2. Feasibility Study Tambang;
4.1.3.3.3. Rencana Kerja Anggaran dan Biaya;
41334. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan
Lingkungan (RKTTL).

14 KLHK | $.0.P.| 2016

san Penaatan Perizinan & Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup




Lingkup Kegiatan Pengawasan Penaatan:

4.21. Persiapan Lapangan Pengawasan Penaatan
4.2.2. Proses dan Prosedur Masuk Ke Perusahaan
4.2.3. Pertemuan Pendahuluan

424. Pemeriksaan Dokumen

4.2.5. Pemeriksaan Lokasi/Fasilitas

426. Wawancara

4.2.7. Pengambilan Sampel

4.28. Pengambilan Gambar/Foto/Video/Rekaman Suara
429. Dokumentasi Data

4.210. Pembuatan Berita Acara Pengawasan
4.211. Pertemuan Penutup

4.212. Pembuatan Laporan Pengawasan

Tanggung Jawab Pengawas Lingkungan Hidup

4.31.  VYuridis

4.3.1.1. Kewenangan pengawasan penaatan terbatas pada
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan lingkungan hidup dan ketentuan dalam
perizinan lingkungan hidup;

4.3.1.2. Merahasiakan informasi yang seharusnya dirahasiakan;

4.3.1.3. Memahami semua peraturan perundang-undangan
lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup.

4.3.2.  Etika dan Profesi

4.3.2.1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai
negeri;

4.3.2.2. Memiliki integritas dan bersikap profesional;

4.3.2.3. Menghindari setiap pertentangan karena faktor finansial
atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil
pengawasan penaatan;

4.3.2.4. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (petugas
perusahaan);

4.3.2.5. Menguasai dan menerapkan konsep Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) selama melaksanakan
pengawasan lapangan;
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4.3.2.6.

4.3.2.7.

4.3.2.8.

4.3.2.9.

Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara
lengkap, akurat dan obyekif;

Melengkapi diri dengan peralatan pengawasan yang
diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang
mudah dibawa dan larangan untuk meminjam peralatan
pengawasan usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat
menghindari hutang budi kepada usaha dan/atau
kegiatan;

Senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan teknis pengelolaan lingkungan hidup;
Berpenampilan pantas dengan mengenakan pakaian
dan peralatan pelindung diri untuk keselamatan kerja.

4.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap pengawas lingkungan hidup wajib memahami seluruh prosedur
pengawasan dan teknik pengumpulan data dan informasi, agar hasil
pelaksanaan pengawasan akan lebih akurat serta dapat menghindari
terjadinya resiko pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedur. Dalam
mengumpulkan data dan informasi, pengawas lingkungan hidup harus

dapat:

4.41.

4.4.2.
4.4.3.

444,
4.4.5.

Menyampaikan fakta lapangan yang mencakup:

4.41.1.
4.41.2.
4.413.
4.4.1.4.
4.41.5.

Hasil analisis sampel limbah;
Foto-foto;

Salinan dokumen;
Pernyataan dari saksi; dan
Pengamatan personal.

Mengevaluasi jenis data dan informasi yang dibutuhkan.
Mengikuti prosedur rangkaian pengambilan sampel limbah

(chain of

custody).

Mengumpulkan, menjaga dan memelihara data dan informasi.

Menulis

laporan pengawasan dengan jelas, obyektif dan

informatif.

4.5. Jaminan Kualitas Hasil Pengawasan Penaatan

Pengawas Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab terhadap semua
data hasil pengawasan penaatan yang ditulis ke dalam laporan pelaksanaan
pengawasan yang menggambarkan kondisi yang ada dan secara prosedural

16 Kuuk|

Pangawas

$.0.P.| 2016

san Penaatan Perizinan & Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup




serta yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pengawas
Lingkungan Hidup harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

4.5.1. Pengumpulan data yang akurat dan valid;

4.5.2. Penggunaan metode baku yang telah ditetapkan;

4,5.3. Penggunaan teknis analisis; dan

4.5.4. Penggunaan sistem pengelolaan data dan pelaporan yang
baku.

5. TAHAPAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAATAN

5.1. Tahap Persiapan Pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan ke usaha dan/atau kegiatan, pengawas
lingkungan hidup harus mengetahui riwayat penaatan usaha dan/atau
kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan hidup,
perizinan kehutanan, proses produksi, unit-unit proses yang berpotensi
menghasilkan air limbah, jumlah saluran pembuangan air limbah yang
masuk ke lingkungan, lokasi titik penaatan pembuangan air limbah, sistem
pembuangan air limbah (continue atau batch), unit-unit yang berpotensi
mengeluarkan emisi, jumlah cerobong emisi, sistem pengendalian
pencemaran udara, sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, serta pemahaman
terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup
dan kehutanan. Berikut dibawah ini adalah langkah-langkah persiapan
sebelum melakukan pengawasan penaatan, antara lain:

5.1.1 Penyusunan evaluasilreview informasi yang ada terkait dengan
kegiatan dan penaatan Usaha dan/atau Kegiatan
Informasi terkait kegiatan dan penaatan usaha dan/atau kegiatan
yang akan diawasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan,
ketepatan dan efektifitas dari kegiatan pengawasan penaatan yang
akan dilakukan. Oleh karenanya setiap pengawas lingkungan hidup
wajib melakukan evaluasi/review informasi yang ada, terutama
terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan.
Sumber informasi yang dapat digunakan, antara lain:
5.1.1.1 Data kapasitas produksi (riil) satu tahun terakhir;
5.1.1.2 Data atau riwayat pengawasan sebelumnya;
51.1.3 Laporan data swapantau hasil pelaksanaan Rencana

Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan Rencana
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Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), laporan
pelaksanaan kewajiban izin pembuangan air limbah ke
badan air atau laut, laporan pelaksanaan kewajiban
pemantauan kualitas udara emisi, laporan pelaksanaan
kewajiban izin pengelolaan Limbah B3, kewajiban izin
kehutanan dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Kehutanan yang dilaporkan oleh Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan;
5.1.1.4 Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
baik di Tingkat Pemerintah Pusat, Pemda Tingkat |

maupun Pemda Tingkat II;

5.1.1.5 Data Perizinan yang dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan,
baik di Tingkat Pemerintah Pusat, Pemda Tingkat |
maupun Pemda Tingkat Il yang terdiri dari:

51.1.51 Data penaatan lingkungan hidup usaha
dan/atau kegiatan terkait penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan (apabila
ada), baik di Pemerintah Pusat, Pemda
Tingkat | maupun Pemda Tingkat II;

5.1.1.5.2 Dokumen teknis dan bahan pustaka lainnya.

5.1.1.5.3 Pembuatan review informasi mengacu pada
Lampiran 1. SOP No. 01.

5.1.2 Penyusunan jadwal rencana pengawasan penaatan

Perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik juga,
karena fase perencanaan sangat mempengaruhi 30%-40% dari
hasil Pengawasan Penaatan yang akan dilakukan. Oleh karenanya
pengawas lingkungan hidup harus mempersiapkan dokumen jadwal
rencana Pengawasan Penaatan secara tertulis sebelum melakukan
kunjungan lapangan. Jadwal rencana pengawasan penaatan harus
dikoordinasikan pada rencana pelaksanaan pengawasan penaatan
dengan pimpinan dan disetujui paling lambat sehari sebelum
berangkat ke lapangan.

Hal-hal yang harus tercantum dan dijelaskan dalam jadwal rencana

antara lain:

51.21 Tujuan pengawasan penaatan, menjelaskan secara
singkat mengenai Pengawasan Penaatan, tujuan umum
dan apa yang akan dicapai pada Pengawasan Penaatan;

5.1.2.2 Gambaran ringkas tentang usaha dan/atau kegiatan,
menjelaskan jenis kegiatan dan proses produksi secara

Lingkungan Hidup




ringkas, status penaatan perusahaan dan pengawasan
penaatan terakhir (apabila ada);

5.1.2.3 Sumber daya yang digunakan, menjelaskan mengenai
siapa saja petugas yang terlibat, peralatan apa saja yang
digunakan dan rencana anggaran belanja;

5.1.24 Status koordinasi dengan pihak terkait, menjelaskan
status koordinasi dengan P3E, Pemda Tingkat I, Pemda
Tingkat Il dan Laboratorium (apabila diperlukan);

5125 Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Penaatan,
menjelaskan jadwal pengawasan penaatan secara
keseluruhan mengenai waktu di mulai dan selesainya
pengawasan penaatan.

Agenda rencana mengacu pada Lampiran 2. SOP No. 01.

5.1.3 Penyiapan formulir daftar isian pengawasan penaatan
Pengawas Lingkungan Hidup wajib menyiapkan formulir daftar isian
(daftar isian) Pengawasan Penaatan sesuai dengan Lampiran 3.A.
sampai dengan 3.K. SOP No. 01.

5.1.4 Penyiapan formulir Berita Acara
Pengawas Lingkungan Hidup wajib menyiapkan Formulir Berita
Acara Pengawasan Penaatan sesuai dengan Lampiran 4 SOP No.
01.

5.1.5 Penyiapan dokumen administrasi
5.1.5.1 Beberapa surat/dokumen yang harus disiapkan oleh
pengawas lingkungan hidup adalah:

51.5.11 Surat Perintah Tugas yang mencantumkan
tujuan, nama petugas, nomor PPLH/PPNS
dan tanggal pengawasan penaatan;

51.5.1.2 Surat Pemberitahuan Pengawasan Penaatan
kepada Usaha dan/atau Kegiatan;

51513 Surat Pemberitahuan dan Permintaan
pendampingan kepada P3E, Pemda Tingkat |
serta Pemda Tingkat Il;

51.5.14 Surat permintaan sampling dan analisa
sampel kepada Laboratorium.
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5152

5153

Surat-surat sebagaimana di atas (dilampirkan) kemudian
diserahkan kepada staf administrasi untuk diproses lebih
lanjut.

Salinan semua surat yang telah ditandatangani diarsipkan
oleh staf administrasi.

Pembuatan surat-surat tersebut di atas mengacu pada Lampiran 5.A
sampai dengan 5.D. SOP No. 01.

5.1.6 Penyiapan peralatan
Beberapa peralatan yang harus dipersiapkan oleh Pengawas
Lingkungan Hidup adalah:

5.1.6.1
5.1.6.2

5163
5.1.6.4
5.1.6.5
5.16.6
5.16.7

51638

Peralatan tulis;

Peralatan  pengambilan  sampel/sampling  (dapat
berkoordinasi dengan laboratorium);

pHmeter atau kertas pH indikator universal (bukan kertas
lakmus);

Peralatan keselamatan kerja pribadi;

Peralatan Fotografi/Video/Perekam Suara;

Alat komunikasi (handy talky/handphone);

Alat penentu titik koordinat/ Global Positioning System
(GPS);

dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Peralatan tersebut harus diperiksa/dikalibrasi dan dipastikan dalam kondisi
baik untuk dapat digunakan. Daftar isian pemeriksaan peralatan mengacu
pada Lampiran 6 SOP No. 01.

5.1.7 Koordinasi
Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan koordinasi dengan
pihak-pihak terkait sebelum ke lapangan. Laporan hasil koordinasi
disampaikan paling lambat 2 hari sebelum keberangkatan ke
lapangan. Pembuatan laporan hasil koordinasi mengacu pada
Lampiran 7 SOP No. 01.

5.2. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Penaatan

5.2.1. Di lokasi usaha dan/atau kegiatan
Pada saat pengawas lingkungan hidup tiba di lokasi perusahaan,
pengawas lingkungan hidup harus memperlihatkan surat tugas
kepada pihak manajemen usaha dan/atau kegiatan dan
menjelaskan mengenai maksud kedatangan. Apabila usaha
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dan/atau kegiatan menolak kehadiran pengawas lingkungan hidup,
maka perlu dilakukan diplomasi agar pengawas lingkungan hidup
dapat melakukan pengawasan di wilayah kerja usaha dan/atau
kegiatan. Apabila pihak usaha dan/atau kegiatan tetap menolak,
maka langkah selanjutnya adalah membuat Berita Acara Penolakan
Pengawasan yang ditandatangani oleh perwakilan manajemen
usaha dan/atau kegiatan. Apabila usaha dan/atau kegiatan menolak
untuk menandatangani Berita Acara Penolakan tersebut, maka
diusahakan dapat merekam suara pihak manajemen usaha
dan/atau kegiatan yang menolak dengan menggunakan alat
perekam suara (recorder atau handphone) dan mengambil
gambar/foto/video pihak manajemen usaha dan/atau kegiatan yang
menolak.

5.2.2. Pertemuan Pendahuluan

Pertemuan pendahuluan merupakan kegiatan awal verifikasi

lapangan yang dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup. Pada

pertemuan pendahuluan ini, tim pengawas diusahakan untuk

bertemu dengan perwakilan manajemen usaha dan/atau kegiatan

yang berada di lokasi.

Dalam pertemuan pendahuluan ini, Ketua Tim Pengawas

Lingkungan Hidup wajib:

5.2.2.1. Memperkenalkan anggota tim pengawas lingkungan hidup
yang mencakup nama, jabatan/kedudukan, instansi,
keahlian dan nomor kontak dari masing-masing anggota
timnya;

5.2.2.2. Memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah tugas;

5.2.2.3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perusahaan;

5.2.2.4. Menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dan rencana
jadwal pengawasan penaatan;

5.2.2.5. Menjelaskan kewenangan dan dasar hukum yang
melandasi kegiatan pengawasan penaatan;

5.2.2.6. Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan penaatan
berdasarkan urutannya, sehingga pihak Perusahaan
dapat mengefektifkan waktunya untuk menyiapkan
dokumen dan personil pendamping;

5.2.2.7. Meminta usaha dan/atau kegiatan untuk menjelaskan
kegiatan secara keseluruhan termasuk struktur organisasi
perusahaan, proses produksi, pengelolaan lingkungan
hidup dan hubungan dengan masyarakat sekitar;
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5.2.2.8. Menetapkan jadwal pertemuan dengan personil-personil
kunci agar tersedia cukup waktu untuk wawancara;

5.2.2.9. Menyampaikan dan menjelaskan daftar permasalahan
yang akan diperiksa;

5.2.2.10. Meminta kepada usaha dan/atau kegiatan untuk dapat
didampingi oleh perwakilannya, selama menjalankan
pengawasan penaatan;

5.2.2.11. Melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap informasi
Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Perizinan Kehutanan;

5.2.2.12. Mengkonfirmasikan ~ persyaratan  kesehatan  dan
keselamatan, dan memastikan bahwa pengawas
lingkungan hidup memperoleh perlindungan yang
memadai;

5.2.2.13. Menetapkan jadwal pertemuan penutup dengan
perwakilan usaha dan/atau kegiatan (diusahakan pejabat
tertinggi di lokasi Perusahaan tersebut). Pertemuan
terakhir  bertujuan untuk mendapatkan tambahan
informasi, dan diskusi temuan lapangan serta
pelaksanaan pengawasan Lingkungan Hidup.

Apabila usaha dan/atau kegiatan keberatan dan menolak terhadap
rencana dan jadwal pengawasan penaatan maka Pengawas
Lingkungan Hidup membuat Berita Acara Penolakan pengawasan
Lingkungan Hidup

5.2.3. Pemeriksaan Dokumen dan Pengisian Daftar isian
Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan:
5.2.3.1. Pemeriksaan Izin Lingkungan

5.2.3.2. Pemeriksaan lzin Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, antara lain:

5.2.3.2.1. lzin Pembuangan Pembuangan air limbah ke
badan perairan;

5.2.3.2.2. Izin Pembuangan air limbah ke laut;

523.2.3. lzin Pembuangan air limbah dengan cara
injeksi untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi;

5.2.3.2.4. lzin Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke
tanah;
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5.2.4.

5.2.3.25. lzin Penyimpanan sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

5.2.3.2.6. Izin Pengumpulan Limbah B3;

5.2.3.2.7. Izin Pemanfaatan Limbah B3;

5.2.3.2.8. lzin Pengolahan Limbah B3;

5.2.3.2.9. Izin Penimbunan Limbah B3;

5.2.3.2.10. Izin Dumping ke Media Lingkungan;

5.2.3.3. Pemeriksaan Izin Kehutanan; (untuk pengawasan
kehutanan)

5.2.3.4. Pemeriksaan laporan  pelaksanaan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(RKL-RPL) dengan menggunakan cheklist Lampiran 3.A.
SOP No. 01 yaitu evaluasi perbandingan antara dokumen
AMDAL/UKL-UPL dengan hasil pelaporan RKL-RPL dan
hasil temuan lapangan:

5.2.3.5. Pemeriksaan dokumen hasil pelaksanaan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Kehutanan. (untuk pengawasan
kehutanan)

Pemeriksaan Lokasi/Fasilitas
Pengawas Lingkungan Hidup wajib mengawasi:
5.2.4.1. Fasilitas Proses Produksi

5.2.4.1.1. Periksa ruangan proses produksi utama dari
mulai ruang penyimpanan bahan baku hingga
gudang produk yang dihasilkan.

5.2.4.1.2. Periksa ruangan pabrik pendukung proses
produksi utama dari mulai penyimpanan bahan
baku hingga gudang produk yang dihasilkan.

5.2.4.1.3. Periksa proses-proses dari produksi utama atau
pendukung yang menghasilkan air limbah, emisi
udara dan Limbah B3.

5.2.4.1.4. Periksa seluruh saluran-saluran sumber air
limbah dan kondisi housekeeping.
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5.24.2. Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air (Instalasi
Pengolah Air Limbah)

524.2.1.
52422

524.23.

524.24.

524.25.

5.24.26.

524.217.
524.28.
524.209.
5.2.4.2.10.
524211
524.2.12.

524213

5.24.2.14.

24 ¥uHK15.0..] 2016

Waijib mengisi checklist Lampiran 3.B. SOP
No. 01 Pengendalian Pencemaran Air.
Periksa sumber-sumber yang menghasilkan
air limbah.

Periksa saluran-saluran atau perpipaan dari
proses produksi atau unit lain yang masuk ke
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan
pastikan semua air limbah diolah di IPAL dan
tidak terjadi by pass atau overflow karena
melebihi kapasitas tampung IPAL.

Periksa proses pengolahan air limbah dengan
melihat lay out dan skema neraca massa air
limbah, mulai dari sumber-sumber air limbah
yang diolah di IPAL, perlakuan pengolahan air
limbah sampai dengan pembuangan air limbah
ke badan air permukaan.

Bandingkan kapasitas desain IPAL dengan
kapasitas riilnya.

Pemeriksaan IPAL pada unit utilitas atau
pendukung seperti: oil separator atau oil
catcher atau sifone.

Periksa kondisi alat pencatat debit air limbah,
jenisnya dan tanggal kalibrasinya.

Periksa kondisi alat kontrol pH dan tanggal
kalibrasinya.

Periksa catatan debit harian air limbah dan pH
harian.

Periksa ruang kontrol pengolahan air limbah
(jika ada).

Laboratorium internal (periksa logbook dan
sertifikat hasil uji).

Periksa apakah titik penaatan pembuangan air
limbah (outlet) sudah representatif;

Periksa data swapantau pengukuran air
limbah (parameter dan nilai konsentrasinya) di
titik penaatan (outlet).

Periksa saluran pembuangan air limbah yang
mengarah ke outfall.

Pengawasan Penaatan Perizinan & Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup




5.24.2.15. Foto seluruh persyaratan teknis yang
tercantum dalam check list dan/atau perizinan
pembuangan air limbah.

5.2.4.2.16. Periksa ketentuan izin pembuangan air limbah,
jika terdapat ketentuan teknis yang belum
tercantum dalam checklist, maka pengawas
wajib menambah ketentuan teknis ke dalam
checklist pembuangan air limbah.

5.24.3. Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara

5.2.4.3.1. Wajib mengisi checklist Lampiran 3.C. SOP
No. 01 Pengendalian Pencemaran Udara.

5.24.3.2. Periksa sumber-sumber pengemisi yang
dihasilkan dari proses produksi utama dan
pendukung.

5.2.4.3.3. Periksa jumlah cerobong pengemisi.

524.34. Periksa sarana pendukung pengambilan
sampel emisi udara, seperti: lubang sampling
(minimal 2 lubang dengan diameter cerobong
lebih dari 30 cm), platform, tangga dan sumber
listrik untuk pengambilan sampel.

52.4.35. Periksa peralatan Continous Emission
Monitoring System (CEMS) untuk usaha
dan/atau  kegiatan  yang  diwajibkan
memasangnya.

5.2.4.3.6. Jika memiliki CEMS, maka periksa kinerja alat
CEMS di ruang kontrol dan periksa parameter
apa saja yang dapat dimonitor oleh CEMS dan
periksa data CEMS untuk harian, bulanan dan
3 bulanan serta berapa kali melebihi Baku
Mutu Emisi Udara;

5.2.4.3.7. Periksa alat pengendali pencemar udara dari
ruang kontrol atau dari proses produksinya,
seperti: dust collector, bag house filter, Flue
Gas Desulphurisation (FGD) dan lain-lain.

5.2.4.3.8. Periksa data swapantau pengukuran emisi
udara (parameter dan nilai konsentrasinya).

524.39. Foto seluruh persyaratan teknis yang
tercantum dalam checklist dan/atau peraturan
perundang-undangan.
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5.24.4. Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3)

524.4.1.
52442
52443.
52444

52445.

5.244.6.

524417.
52448.

524409.

5.2.4.4.10.
524411,
524412
524413

524414

5.2.4.4.15.

K |$.0.P.| 2016

Waijib mengisi checklist Lampiran 3.D. SOP

No. 01 Penyimpanan B3.

Evaluasi dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-

UPL) bahan-bahan kimia (B3) apa saja yang

digunakan oleh Perusahaan.

Periksa dokumen pembelian bahan kimia (B3).

Periksa Angka Pengenal Impor (API) bagi

importir B3.

Periksa Lembar data keselamatan bahan atau

Material Safety Data Sheet (MSDS/LDK)

sesuai dengan B3 yang

dihasilkan/diimpor/digunakan.

Periksa kewajiban registrasi dari penghasil

dan/atau pengimpor.

Periksa notifikasi ekspor/impor B3.

Periksa pengemasan Bahan Kimia dengan

merujuk pada MSDS.

Periksa tata cara pengangkutan (untuk

penghasil bahan kimia/B3) yang terdiri atas:

5.2.4.49.1. Dokumen pengangkutan bahan
kimia;

5.2.4.49.2. Persyaratan sarana transportasi
B3;

524.493. Simbol B3

Periksa fasilitas gudang penyimpanan B3

(merujuk pada MSDS).

Periksa penanganan B3 kadaluarsa dan sisa

kemasan bahan kimia.

Periksa sistem tanggap darurat dengan

merujuk pada MSDS

Periksa ~ pencatatan  dan  pelaporan

pengelolaan B3.

Periksa kebersihan (housekeeping) di gudang

penyimpanan atau di area proses produksi

dalam kondisi baik

Periksa hal-hal lain yang berkaitan dengan

kegiatan pengelolaan B3.
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5.2.4.4.16. Catat apabila ada temuan-temuan yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan B3.

5.2.4.5. Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Limbah B3

5.2.4.5.1. Tempat Penyimpanan Limbah B3

Seluruh kegiatan usaha yang menghasilkan

Limbah B3 wajib untuk memiliki Tempat

Penyimpanan Limbah B3, baik yang berbentuk

gudang penyimpanan Limbah B3 maupun

sludge pond apabila Limbah B3 berupa
sludge. Hal-hal yang wajib dilakukan adalah
sebagai berikut;

5.2.45.1.1. Wajib mengisi checklist Tempat
Penyimpanan  Limbah B3
Lampiran 3.E. SOP No. 01
dan/atau Sludge Pond Lampiran
3.F. SOP No. 01.

52.451.2. Periksa seluruh kondisi tempat
penyimpanan  Limbah B3
dan/atau sludge pond.

5.2.4.5.1.3. Foto seluruh persyaratan teknis
yang tercantum dalam checklist
dan/atau perizinan penyimpanan
Limbah B3 vyang dimiliki
perusahaan.

5.2.4.5.2. Pemanfaatan Limbah B3

524521, Seluruh kegiatan pemanfaatan
Limbah B3 wajib memiliki izin
pemanfaatan dari Kementerian
Lingkungan Hidup, dan
Kehutanan  kecuali  untuk
pemanfaatan sebagai Reuse
atau penggunaan kembali pada
proses yang sama.
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524522

524523.

524524

Jenis pemanfaatan Limbah B3
berdasarkan Peraturan Menteri
Negara  Lingkungan  Hidup
Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemanfaatan  Limbah B3,
terdapat 3 (tiga) jenis
pemanfaatan limbah B3, yaitu:
reuse, recycle dan recovery.

Jenis pemanfaatan Limbah B3:
5.24.5.2.3.1. Sebagai
substitusi bahan
bakar.
5.245.2.3.2. Sebagai
substitusi bahan
baku.
5245233. Jenis lainnya
penelitan  dan
memperhatikan
lingkungan
setelah melalui
kajian yang
aspek-aspek
lingkungan.

Pemanfaatan ~ Limbah B3

sebagai substitusi bahan bakar:

5245241. Isi checklist
pemanfaatan
Lampiran 3.G.1.
SOP No. 01, jika
belum ada
checklist  yang
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spesifik, maka
pengawas wajib
membuat
checklist
berdasarkan
ketentuan izin
pemanfaatan
yang dimiliki
usaha dan/atau
kegiatan
tersebut.

5245242, Jika belum ada
checklist  yang
spesifik, maka
pengawas waijib
membuat
checklist
berdasarkan
ketentuan  izin
pemanfaatan
yang dimiliki
perusahaan
tersebut.

52.4.524.3. Periksa
pelaksanaan
ketentuan  izin
lainnya  yang
tidak tercantum
dalam checklist
pemanfaatan.

5245244, Periksa logbook
pemanfaatan
limbah B3 yang
dimiliki

KLHK | 5.0.n.1 2016 20
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5.2.4.5.2.5. Pemanfaatan

perusahaan dan
periksa
kesesuaiannya
dengan izin.
Limbah B3

sebagai substitusi bahan bakar
pembantu Peledakan (ANFO):

524525.1.

5245252

5245253.

Isi checklist
pemanfaatan
substitusi
bahan baku
Lampiran 3.G.2.
SOP No. 01
Jika belum ada
checklist  yang
spesifik, maka
pengawas wajib
membuat
checklist
berdasarkan
ketentuan  izin
pemanfaatan
yang dimiliki
perusahaan
tersebut.
Periksa
pelaksanaan
ketentuan izin
lainnya  yang
tidak tercantum
dalam checklist
pemanfaatan

Limbah B3.
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5245254

5.2.4.5.2.6. Pemanfaatan

Periksa log book
pemanfaatan
Limbah B3 yang
dimiliki
perusahaan dan
periksa

kesesuaiannya
dengan izin.
Limbah B3

sebagai substitusi bahan baku
(misal: sebagai paving block,
batako, semen, dan lain-lain):

52.45.26.1.

5245.26.2.

Isi checklist
pemanfaatan

substitusi bahan

baku Lampiran
3.G.3. SOP No.
01 dan Lampiran
3.G4 SOP No.
01.

Jika belum ada
checklist  yang
spesifik, maka
pengawas wajib
membuat
checklist
berdasarkan
ketentuan izin
pemanfaatan
yang dimiliki
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perusahaan
tersebut.
52.4.5.2.6.3. Periksa
pelaksanaan
ketentuan izin
lainnya yang
tidak tercantum
dalam checklist
pemanfaatan

Limbah B3.

52.4.52.6.4. Periksa log book
pemanfaatan
Limbah B3 yang
dimiliki
perusahaan dan
periksa
kesesuaiannya
dengan izin.

Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan
dengan cara thermal, stabilisasi dan
solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi
dan/atau cara lain  sesuai dengan
perkembangan teknologi.

5.2.4.53.1. Pengolahan secara thermal

(incinerator):
52.453.1.1. Isi checklist incinerator
Lampiran 3.H. SOP No. 01
berdasarkan hasil
pengamatan di lapangan.
52453.1.2. Jika terdapat ketentuan
izin  lainnyayang tidak
terdapat dalam checklist,
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maka Pengawas
Lingkungan Hidup wajib
menambahkan ke dalam
checklist incinerator.

5.2.4.5.3.1.3. Pengukuran emisi
incinerator, periksa:
52.4.53.1.3.1. Hasil pengukuran
emisi oleh
laboratorium
(sertifikat  hasil
analisa)  selama
satu tahun.
52.4.53.13.2. Laboratorium yang
mengukur  wajib
terakreditasi  dan
teregistrasi di
Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
5245313.3. Periksa
kesesuaian jumlah
parameter  yang
diukur dengan izin
yang berlaku
dan/atau
peraturan  yang
berlaku.
52453134, Periksa
kesesuaian
frekuensi
pengukuran yang
dilakukan dengan
izin yang berlaku.
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52.453.135.

5.2.453.1.36.

Periksa  logbook
Limbah B3 yang
dibakar dalam
incinerator  dan
periksa
kesesuaian jenis
limbah B3 yang
dibakar  dengan
izin yang berlaku.
Periksa  kondisi
housekeeping  di
sekitar  fasilitas
incinerator.

5.2.4.5.3.1.4. Pengolahan secara biologi

(bioremediasi):
52453141, lsi checklist
incinerator
Lampiran  3.H.2
SOP No. 01

52453142

berdasarkan hasil

pengamatan i

lapangan.
Jika terdapat
ketentuan izin

lainnya yang tidak
terdapat  dalam
checklist, maka
Pengawas
Lingkungan Hidup
wajib
menambahkan ke
dalam  checklist
bioremediasi.
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52453143, Periksa ketentuan
izin lainnya apabila
terdapat ketentuan
yang belum
tercantum dalam
checklist.

52453144, Periksa log book
Pengolahan
Limbah B3 secara
bioremediasi yang
meliputi:

52453145 Cek kesesuaian
jenis limbah B3
yang diolah

dengan perizinan

yang berlaku.
52453146. Catat jenis dan
jumlah limbah B3

yang diolah setiap
siklusnya  untuk
satu tahun
terakhir.

5.24.54. Penimbunan Limbah B3
52.454.1. Penimbunan Limbah B3 dapat
berupa penimbunan (landfill)
kategori 1 atau kategori 2 atau
kategori 3 tergantung jenis
Limbah B3 yang akan ditimbun
dan hasil uji analisa total logam
berat Limbah B3 yang akan
ditimbun.
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524542

524543.

524544

Wajib mengisi checklist
penimbunan (landfill) Lampiran
3.1. SOP No. 01.

Periksa ketentuan izin
penimbunan, jika terdapat
ketentuan teknis yang belum
tercantum dalam checklist, maka
pengawas wajib menambah
ketentuan teknis ke dalam
checklist penimbunan.

Periksa hasil analisa kualitas air
lindi yang meliputi:

5.2.4.5.4.4.1. Laboratorium yang

melakukan analisis
kualitas air lindi wajib
yang terakreditasi.

5.24.54.4.2. Jumlah parameter air lindi

yang diukur dibandingkan
dengan perizinan yang
dimiliki atau peraturan
penimbunan Limbah B3
yang berlaku.

5.2.4.5.44.3. Frekuensi pengukuran air

lindi dibandingkan dengan
perizinan yang dimiliki
atau peraturan
penimbunan Limbah B3
yang berlaku.

5.2.4.5.4.4.4. Pemenuhan kualitas air

lindi terhadap baku mutu
air lindi berdasarkan izin
atau peraturan
penimbunan Limbah B3
yang berlaku.
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5.24.54.4.5. Periksalogbook
penimbunan Limbah B3
yang dilakukan:

52454451, Catat jenis dan
jumlah Limbah B3
yang ditimbun
selama 1 (satu)

tahun terakhir.
52454452 Perksa jenis
limbah yang
ditimbun dan
sesuaikan dengan
izin  penimbunan

yang dimiliki.

5.24.5.5. Dumping (Pembuangan) Limbah

5.24.5.5.1. Dumping limbah dapat berupa
pembuangan  Limbah B3
maupun pembuangan Limbah
Non B3. Bahasan pengawasan
lingkungan hidup yang dilakukan
untuk kegiatan dumping dalam
SOP ini adalah dari kegiatan
Minyak dan Gas Bumi yang

berupa:
5.2.4.55.1.1. Limbah B3 bersumber
dari:

52455111, Lumpur bor
berbahan  dasar
sintetis (Synthetic
Oil Based Mud-
SOBM);

524551.1.2. Serbuk bor (drilling
cutting) dari

pemakaian lumpur
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bor berbahan

dasar sintetis.
5.2.455.1.2. Limbah Non B3
bersumber:
52455121, Lumpur bor
berbahan dasar air
(Water Based
Mud-WBM);
52455122, Serbuk bor dari

524552

524553.

524554,

524.55.5.

524.55.6.

pemakaian lumpur

bor berbahan

dasar air.
Untuk Limbah B3 berupa lumpur
bor berbahan dasar minyak (Oil
Based Mud-OBM) dilarang untuk
di dumping ke laut.
Wajib mengisi checklist dumping
limbah Lampiran 3.J. SOP No.
01.
Periksa ketentuan izin dumping
limbah, jika terdapat ketentuan
teknis yang belum tercantum
dalam checklist, maka
pengawas Wwajib menambah
ketentuan teknis ke dalam
checklist dumping limbah.
Periksa sumber-sumber limbah
yang di dumping ke laut dan
lokasi titik penaatan dumping.
Periksa  hasil uji analisis
laboratorium untuk parameter
Total Petroleum Hidrocarbon
(TPH) untuk oil on cutting serbuk
bor, LC50-96 jam serta total
konsentrasi logam berat dan
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anion pada serbuk bor dan
lumpur bor dan bandingkan
dengan baku mutu yang
tercantum dalam izin dumping.

5.24.5.5.7. Periksa catatan usaha dan/atau
kegiatan terhadap volume dan
debit paling tinggi limbah yang
didumping ke laut sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam
izin dumping.

524558. Periksa keluar dan masuk
limbah sesuai neraca limbah
yang dimiliki usaha dan/atau
kegiatan ~ sesuai  dengan
ketentuan dalam izin dumping.

524559, Melakukan pengamatan visual
apakah terdapat lapisan minyak
di lokasi dumping limbah ke laut
setelah dumping dilakukan.

5.24.5.6. Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga

Prinsip pengelolaan Limbah B3 adalah mulai

dari dihasilkan sampai dengan pemusnahan

menjadi tanggung jawab dari pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan (from cradle to grave).

Untuk itu, Pengawas Lingkungan Hidup

memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa

pengelolaan Limbah B3 lanjutan yang akan
dikelola atau diserahkan ke pihak ketiga.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan

sebagai berikut:

5.2.4.5.6.1. Isi checklist pengelolaan Limbah
B3 oleh pihak ketiga Lampiran
3.K. SOP No. 01.
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5.2.45.6.2. Periksa izin pengelolaan Limbah
B3 yang dimiliki oleh pihak ketiga
dan masa berlakunya.

52456.3. Periksa kontrak kerjasama
antara Usaha dan/atau Kegiatan
dengan pihak ketiga.

52456.4. Periksa Limbah B3 apa saja
yang dapat dikelola oleh pihak
ketiga.

52456.5. Periksa perpindahan  atau
pergerakan Limbah B3 dengan
melihat manifest Limbah B3.

524.5.6.6. Periksa rekomendasi
Pengangkutan Limbah B3 yang
diterbitkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk kendaraan
pengangkut Limbah B3, jenis
Limbah B3 yang dapat diangkut,
rute dan wilayah pengangkutan
Limbah B3.

5.2.4.56.7. Periksa Izin Pengangkutan
Limbah B3 yang diterbitkan oleh
Kementerian Perhubungan yang
terdiri dari: jenis Limbah B3 yang
dapat diangkut, nomor
kendaraan yang mengangkut
Limbah B3, rute dan wilayah
pengangkutan Limbah B3.

52.4.5.6.8. Periksa kode manifest Limbah
B3 yang sesuai dengan
rekomendasi pengangkutan
Limbah B3.

52.456.9. Periksa apakah dokumen telah
dilengkapi sticker barcode.
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5.2.4.6. Fasilitas
Lahan

5.2.4.5.6.10. Periksa salinan manifest yang
dimiliki oleh Usaha dan/atau
Kegiatan (ihat  checklist
Lampiran 3.K. SOP 01).

Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau

524.6.1.

524.6.2

5.24.6.3.

5.24.64.

52.4.6.4.1.

52.4.6.4.2.

Wajib mengisi daftar isian pencegahan
kebakaran hutan dan/atau lahan (Lampiran
3.K. SOP No. 01)

Periksa dokumen perizinan IUPHHK-HTI atai
IUPHHK-HA, terutama kewajiban-kewajiban
yang harus dipenuhi oleh Penaggung Jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Periksa kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhi dalam Renca Kerja Tahunan Usaha
dan/atau Kegiatan, apakah sudah terpenuhi
atau belum.

Periksa ketaatan dokumen analisis Kebakaran
Lahan dan Pengelolaan Resiko Kebakaran,
yang terdiri atas:

Wilayah mana saja yang berbatasan
langsung dengan masyarakat yang
dapat menyebabkan  kerawanan
konflik sosial antara usaha dan/atau
kegiatan dengan masyarakat.
Evaluasi terhadap Analisis Risk
Management yang terdiri dari:

524.6.42.1. Kewajiban usaha dan/atau
kegiatan melakukan patroli
dan pemantauan dengan
menggunakan menara
pemantau api untuk
mengantisipasi terjadinya
kebakaran hutan dan/atau
lahan.
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5246422

52464.23.

52464231

52464232

Pemahaman usaha dan/atau
kegiatan terhadap hal-hal yang
dapat menimbulkan
kerawanan kebakaran hutan
dan/atau  lahan,  seperti:
kondisi areal rawa gambut
atau tanah mineral, dominasi
tanaman asli, dan aktivitas
masyarakat sekitar.

Upaya-upaya yang dilakukan
usaha dan/atau  kegiatan
dalam penanggulangan
kebakaran, seperti:

Membuat peta
kerawanan kebakaran
lahan.

Membuat peta sumber
bahaya kebakaran.

52.4.6.4.2.3.3. Penggunaan citra
satelit yang dapat di
update.
524.6.4234. Sosialisasi
pencegahan
kebakaran hutan
dan/atau lahan
dengan Muspika dan
masyarakat setempat.
524.6.4.2.35. Penerapan Water
Management  untuk
mengetahui tinggi
muka air.
524.6.4.23.6. Pembentukan
Masyarakat Peduli Api.
52.4.6.4.23.7. Pembuatan perjanjian
kerjasama  tentang
pencegahan
penanggulangan
kebakaran hutan

dan/atau lahan antara

Pengawasan Penaatan Perizinan & Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup




Penanggung  Jawab

Usaha dan/atau
Kegiatan dengan
Pemerintah  Daerah
sekitar.

5246.4.23.8. Pemasangan papan
himbauan  larangan
pembakaran  hutan
dan/atau lahan dan
himbauan bahaya
kebakaran.
524.6.4239. Pembangunan  Fire
Belt pada areal yang
rawan terjadai
kebakaran.
5.2.4.6.4.2.3.10. Pembuatan sekat
bakar pada areal yang
rawan terbakar.
5.2.4.6.4.2.3.11. Pembuatan embung-
embung air.
5.2.4.6.4.2.3.12. Mekanisme
pengurasan dan
penutupan jalur kanal.
52.4.6.4.2.3.13. Pembentukan Regu
Penanggulangan
Kebakaran yang
sesuai ketentuan
Keputusan Direktorat
Jenderal Perlindungan
Hutan dan Pelestarian
Alam (PH